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BUPATI BOMBANA, 
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan 

Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman 
pada Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana 
tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017- 
2022; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) /J 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka 
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan an tara Pemerin tah Pusa t dan Pemerin tahan Daer ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;f 
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PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 - 2022., 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 
2013 -2033; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bombana; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 

19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bombana. 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Bombana. 
4. Bupati adalah Bupati Bombana. 
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya 
disebut Dinas PKPP adalah Perangkat Daerah Urusan Wajib Perumahan dan 
Kawasan Permukiman di Kabupaten Bombana. 

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan 
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan 
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada dalamjangka waktu tertentu di daerah. 

10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses 
pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien , dan efektifi 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang 
selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 
sampai dengan tahun 2025. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Bombana untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 
sampai dengan berakhirnya masajabatan Bupati Bombana. 

14. Rencana Strategis Dinas Perurnahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan J/ 
Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PKPP adalah'6 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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dampak 
dalam rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program. 

28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ 

Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahunan; dan 

15. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bombana yang diselanjutnya disebut Renja Dinas PKPP adalah 
Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten Bombana untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk 
menentukan sumber-surnber dana yang digunakan dalam pembangunan, 
optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja 
dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya 
mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. 

17. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan 
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil 
saat perencanaan dibuat. 

18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya 
yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. 

19. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 
perencanaan. 

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. 

21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahunan. 

22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 
berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari 
pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. 

23. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 

24. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategi. 

25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 

26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (outpu~ 
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kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya 
pembangunan. 

29. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian 
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk 
keluaran (outputj, hasil (outcome), dampak (impactj. 

30. Keluaran (outputj adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari 
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil ( outcome) dapat 
terwujud. 

31. Hasil ( outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada 
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

32. Dampak (impactj adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil 
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) 
beberapa program. 

33. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan Daerah. 

34. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten. 

35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil 
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 

36. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam 
kurun waktu tertentu. 

37. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ a tau 
kebijakan, rencana, dan/ a tau program. 

38. Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 
adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan 
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung 
untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

39. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi 
pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 
dangan era dimasa depan. I 

40. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sistematika Penulisan 
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

2 .1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2 .2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstraj 

Bab III 

Bab II 

Bab I 

(1) Renstra Dinas PKPP Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam 
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, yang disusun 
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif 

(2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, 
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Rencana Strategis Dinas 
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi 
Tenggara untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi; 

(3) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 
Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika 
sebagai berkut: 

BAB III 
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PKPP 

Pasal3 

(1) Renstra Dinas PKPP Tahun 2017 - 2022 merupakan Penjabaran dari RPJMD 
Tahun 2017 - 2022; 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 
penyusunan Renja Dinas PKPP. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 
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. BEANGGA HARIANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR .. ?:1. 

Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, 20 Jt,.l"\\Jb.9-1 2020 
Pj. SEKRET S DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

4 
3 
2 
1 

2020 
Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, "2-0 JA-tlv A~l 

n 
BUPATI BOMB NA, 

PARAF KOORDINASI ~] 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal4 

(4) Renstra Dinas PKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 
Lingkungan Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Tujuan dan Sasaran 

Strategi dan Arah Kebijakan 

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Penutup 

Bab IV 

Bab V 

Bab VI 

Bab VII 

Bab VIII 

. ' •• 



::J 
·:====- i§#i### ,,:: #j 

:: . :: =:-:::::: :: :::: 
·& fi :- # :1 :; ::: :: t. : : : ; :-: ; s e :we :::::: ;::::-:: I t: ; _: • ~-44 &- 

filIU~fflM!llill!l~~~]IB!IillM~i0~1 
iIDl!llrJJar£TIIrlfilJ: llNID~!ff ~\ 



i 
Dinos Perumohon, Kowoson Permukimon don Pertonohon 
Kobupoten Bombono 

SU LAI MAN ,SH., MM 
Pembina, IV/a 
NIP. 19701004 200604 1 002 

Pit. KEPALA DINAS 

2019 Rum bi a, 

Akhirnya karni menyampaikan terima kasih dengan harapan Renstra ini dapat 
berguna dan bermanfaat. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini 

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran dari 
semua pihak sehingga Renstra ini menjadi lebih sempurna. 

Sebagaimana diketahui Revisi Rencana Strategis ini dibuat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan organisasi, sehingga dengan demikian nantinya pelaksanaan 

program I kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana. 

Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa 
dan atas berkat rahmat dan hidayah - Nya, maka Revisi Rencana 

Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat 
diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

KATA PENGANTAR 

f ~oto Pe .. ngontor Revisi Re ncono Strotegis 2017·2022 
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Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perlanahan 
Kabupaten Bombana 

1.1. Latar Belakang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah { PD ) merupakan satu dokumen 

rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD 

khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun ke depan dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, 

Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 
fungsi PD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bombana 

Tahun 2017-2022. Dokumen RPJMD yang menunjukan program dan target 

indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama 5 tahun merupakan salah 
satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra, baik untuk 
mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja 
layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD. 

Revisi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
(DPKPP) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun sesuai dengan 
ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan 

bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat 
Daerah. 

Beberapa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 
dikumpulkan dalam menyusun Renstra DPKPP, diantaranya : Peraturan 
perundang-undangan terkait, kebijakan pemerintah terkait, dokumen RPJMD 

kabupaten serta evaluasi pelaksanaan Renstra DPKPP perode sebelumnya serta 

BABI 

PENDAHULUAN 
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Kabupaten Bombana 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Renstra Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022: 

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN); 

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintah Daerah; 

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 

data statistik lima tahun terakhir. Renstra DPKPP tahun berjalan juga digunakan 
untuk menginformasikan kondisi terkini terkait isu-isu pelayanan DPKPP dan 
perkiraan tingkat capaian target Renstra DPKPP sampai dengan akhir tahun 
berjalan. 

I BAB I Revisi Rencana Strategis 2017-2022 
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::: Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

13.I/PRT/M/2015tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019; 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 

perencanaan, pengedalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta 

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah 

daerah; 

- Peraturan Dae rah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor . .. .. Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023; 

::: Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabuapaten 

Bombana Tahun 2005-2025; 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana; Tahun 2013-2033; 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 

_ Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bornbana 

Tahun 2017-2022. 
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1.4. Sistematika Pembahasan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan 
sistematika yang terdiri atas 8 Bab. 

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan 

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. 

Bab II merupakan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas 

pokok, fingsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya, kinerja pelayanan, 

dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. 

Bab Ill merupakan Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah yang 
memuat ldentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 
perangkat daerah, telaahan visi, rnisi dan program kepala daerah dan wakil 

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana adalah untuk dijadikan 
pedoman dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai pedoman 
bagi setiap bidang dilingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, anggaran Dinas, 

rencana program dan rencana prioritas kegiatan, selain itu Renstra juga 
digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

1.3. Maksud dan TuJuan 
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun 

dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017- 
2022, terutama yang terkait dengan urusan perumahan dan menciptakan 

keselarasan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kinerja 
perencanaan dan penganggaran, memastikan keberhasilan sasaran program 
kegiatan dan terpenuhinya mekanisme yang memadai dalam memonitor 

keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

BABI Revisi Re ncana Strategis 2017-2022 
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kepala daerah terpilih, telaahan renstra KIL dan Renstra Provinsi, telaahan 
RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis. 
Bab IV merupakan bab tujuan dan sasaran yang memuat tujuan dan asaran 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Bombana. 

Bab V merupakan bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi dan 

kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Bombana. 
Bab VI merupakan bab rencana program dan kegiatan serta pendanaan 
yang memuat program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Bombana. 

Bab VII merupakan bab kinerja penyelenggaran bidang urusan yang memuat 

indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai 
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
Bab VIII merupakan bab penutup. 

J BAB I Revisi Rencana Strategis 2017-2022 
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Fungsi adalah : 

1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan; 

2. Pengkajian per encanaan dan perumusan kebijakan di bidang 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

3. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

tugasnya; 

4. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah 

maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsi dinas; 

Tugas adalah : 

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan di bidang perumahan. 

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bombana: 

Sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 TahW1 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, 

maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Bombana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut: 

2.1 Tugas dan Fungsi Serta Str uktu r Organisasi Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

BAB II 

GAMBARAN PELA YANAN DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

----------~------------------- ... ---··--· - I BAB ll Revisi Rencana Strategis 2017-2022 
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Adapun Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bombana terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 
2. Sekretaris; 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi. 
3. Bidang Perumahan; 

a. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Swadaya; 

b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum dan Rumah 
Khusus;dan 

c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang 
Perumahan. 

4. Bidang Kawasan Permukiman; 

a. Seksi Pelaksanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh; dan 
c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana 

Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

5. Bidang Pertanahan; 

a. Seksi Perencanaan Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Tanah; 

b. Seksi Pemanfaatan Penerapan Perizinan Penggunaan Tanah; dan 

c. Seksi Evaluasi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah. 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Bombana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bombana. 

B. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bombana 

BAB it Revisi Rencana Strategis 2017·2022 
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a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki 

pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait 

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta mempunyai 

kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Komptensi keahlian yang 

dibutuhkan yaitu teknis sipil, arsetektur, planologi, administrasi publik dan 
hukum. 

Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau 
kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. 

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bombana saat ini menunjukkan belum meratanya 
kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang 

mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi seperti penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. 
Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan saat ini meliputi: 

1) Pejabat Eselon II : - (Pit. Ke pal a Dinas) 

2) Pejabat Eselon Ill : Sebanyak 4 (ernpat) orang terdiri dari 
(a) Sekretaris; 

(b) Kepala Bidang Perumahan; 
(c) Kepala Bidang Kawasan Permukiman; dan 

(d) Kepala Bidang Pertanahan. 

3) Pejabat Eselon IV: sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari : 

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Bombana 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB ii Revisi Re ncana Strategis 2017 - 2022 
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GOL/RUANG (Org) STRATA PENDIDIKAN (Org) 
No. Eselon Non. IV Ill II 

Gol. SMP SMA D3 D4 S1 S2 

1 II - - - - - - - - - - 
2 Ill 1 3 - - - - - - 2 2 

3 IV - 6 - - - - - - 6 - 
4 STAF 1 3 1 - - 2 - - 3 - 
5 Tenaga - - - 8 - 2 - 6 - - 

Kontrak 
2 12 1 8 - 4 - - 17 2 

JUMLAH 23 23 

Tabel 1 : Keadaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, maka keadaan SDM Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

(a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

(b) Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi; 

(c) Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Swadaya; 

(d) Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum dan Rumah 

Khusus; 

(e) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan 

Bidang Perumahan; dan 

(f) Kepala Seksi Pemanfaatan Penerapan Perizinan Penggunaan Tanah. 

4) Staf sebanyak 5 (lima) orang, pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2 

(dua) orang, 2 (dua) orang di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan 

Evaluasi, dan Seksi Pemanfaatan Penerapan Perizinan Penggunaan Tanah 

1 (satu) orang. 

5) Tenaga Honorer sebanyak 8 (delapan) orang. 
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b. Sarana dan Prasarana 
Terkait dengan asset/modal yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan adalah terutama meliputi sarana dan 
prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dimaksud terdiri dari : 
1. Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dengan rincian 1 Toyota Avanza. 
2. Kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit dengan rincian 3 unit Yamaha Vixion 

, 1 unit Yamaha X-Ride, dan 1 unit Yamaha Mio. 
3. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 

4 unit Komputer, 6 unit Laptop, 1 unit scanner, 10 unit printer, 7 unit 
pendingin ruangan. 

l BAB II Revisi Rencana Strategis 2017-2022 



TIPEB Pit. KEPALA DINAS 

SULAIMAN, SH, MM 
NIP. 19701004 200604 1 002 

I 

KELOMPOK SEKRETARIS 
JABATAN 

FUNGSIONAL SULAIMAN, SH.,MM 
NIP. 10701004 200604 1 002 

I 
I I 

SUBBAG UMUM DAN SUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN, 
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 

SIRMAN,SE MUH. SOFYAN MAPPARESSA, ST 
NIP, 19720418 200701 1 021 NIP.19701004 2006041 002 

I I 
BIDANG PERUMAHAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERTANAHAN 

TONY SURYA UTOMO,S.IP JAMIL MURSID, SP SANTI. S, SH 
NIP, 19870129 2011011 005 NIP. 19620803 199203 1 009 NIP. 19801218 200604 2 010 

I I I 

SEKSI PENYEDIAAN OAN SEKSI PELAKSANAAN PENYEDIAAN SEKSIPERENCANAAN,PENGADAAN 
PEMBIAYAAN RUMAH SWADAYA PSU PERUMAHAN DAN KAWA SAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

PERMUKIMAN TANAH 
HASIMIN, S.Kom 

NIP. 19541231 200701 1 205 
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: 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan baru terbentuk pada 

Tahun 2017 yang sebelumnya adalah Kantor Perumahan Rakyat. Adapun 

tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan tahun 2012 - 2016. 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten Bombana 

BAB II Revisi Rencana Strategis 2017R2022 
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Klnerja Targ@t Renstra Perangkat Oaerah Tahun R@alisasl Capaian Tahu n ke- Rasla Ca paian pad a Tahu n ke- 
sesual Target Target 

Na Tugas dan Target IKK tndikatar 5PM 
Fung,I Lainnya 

2016 Perangkat 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 

"----~ 
111 (2) (31 (41 ISi (61 (71 (8) (9) (101 (11) (12) (B) (14) (15) (16] (17) (181 (19) (20) 

1. Cakupan 100% 64,50% 66,04% 67,59% 69,14% - 64,42% 65,93% 66,92% 69,11% - 0,999 0,998 0,990 0,9996 
ketersediaa 
n rumah 
lavak huni 

Tabel 2.1 
Pericapaian Kin@rja P@layanan Perangkat Daerah Oinas P@rumahan, Kawasan P@rmukiman dan P@rtanahan Kabupat@n Bombana 

.. 
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Berdasarkan penyajian tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa tidak 

tercapainya target, hal ini disebabkan karena dukungan dana dan perhatian dari 
Pemda belurn maksimal untuk pengentasan rumah tidak layak huni. Untuk 
pemecahan persoalan rumah tidak layak huni Kantor Perumahan Rakyat dan 

Permukiman Daerah hanya mengandalkan Dana APBN. Dana APBD untuk 
Kantor Perumahan Rakyat dan Permukiman Daerah hanya untuk membiayai 

operasioanal saja. 
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana memiliki tantangan dan 

peluang yang sangat besar. Adapun tantangan dan peluang pengembangan 

pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Tan ta ngan : 

a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan 

bangunan permukiman yang rendah; 

b. Memperkuat daya dukunq lingkungan hidup di bidang perumahan dan 

pariwisata; 

c. belum tersedianya dokumen RP3KP; 

d. jumlah backlog dan rumah tidak layak huni masih tinggi; 

e. potensi Sumber daya alam yang terbatas; 

f. terbatasnya sarana dan prasarana operasional 

g. belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan 

pemukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas 

perumahan dan permukiman; 

h. belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan perumahan dan permukiman; 

i. masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 

yang dimiliki untuk dapat mendukung proses perencanaan 

pembangunan yang efisien dan efektif. 

j. tingkat penyelesaian sengketa tanah masih rendah; 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana 

Dari penyajian tabel 2.2 tersebut, pada tahun 2016 rasio antara realisasi 

dan anggaran dikatakan baik. Hal ini disebabkan pelaksanaan program berjalan 

sesuai dengan rencana. Sebaliknya pada tahun 2014 rasio antara realisasi dan 

anggaran dikatakan tidak balk, yang disebabkan karena kurangnya jumlah dan 

kualitas personil (sumber daya manusia) pada OPD Kantor Perumahan Rakyat 

dan Permukiman Daerah. 

.I BABU Revisi Re ncana Strate gis 2017-2022 
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k. terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan koordinasi maupun 

pelaksanaan kebijakan; 
I. belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah; 

2. Peluang 
a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana mengenai penyediaan 

perumahan bagi MBR dan pengembangan lingkungan perumahan 

kumuh; 

b. Adanya program sejuta rumah yang merupakan gerakan bersama 
antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan 
masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 

c. Perumusan kebijakan pelaksanaa pembangunan perumahan rakyat 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

d. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah; 

SAS II Revisi Rencana Strategis 2017-2022 
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Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten Bombana adalah : 

a. Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan rumah 
(Backlog) 

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan masyarakat miskin 
untuk membangun rumah yang layak 

b. Belum optimalnya penanganan RTLH 

Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran untuk menangani 
rnasalah Rumah Tidak Layak Huni 

c. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum memiliki 
penerangan listrik PLN 

Hal ini disebabkan karena belum semua wilayah Kabupaten Bombana 

terjangkau jaringan distribusi listrik dari PLN dan kurangnya daya beli 

masyarakat miskin sehingga tidak mampu untuk membeli meteran listrik 
d. Belum optimlanya penanganan kawasan kumuh 

Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang disediakan 

untuk menangani masalah kawasan perumahan kumuh dan kawasan 
permukiman kumuh di Kabupaten Bombana 

e. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum memiliki sertifikat 

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Pada bagian perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemukakan 
beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Perangkat Daerah 

berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, 

serta telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRA TEGIS .. 

BAB Ill 
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1. Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak 

hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya 

Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis 

dari suatu keadaan masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, 

berkeadilan, arnan, sejahtera dan berbudaya. 

" MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) 

TAHUN 2017-2022" 

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017- 

2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Bombana adalah sebagai 

berikut: 

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

No Masalah Pokok Masai ah Akar Masalah 

1. Kemiskinan Rumah Tidak Layak Huni - Backlog 

- Kondisi Fisik 
Ru mah tidak 
layak huni 

- Rumah tidak 
memiliki 
penerangan 

- Rumah tidak 

memiliki bukti 
kepemilikan 

Tabel. 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran 

Pembangunan Daerah. 

tanah. Hal ini disebabkan karena mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk 

pengurusan sertifikat tanah. 
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1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan lnfrastruktur; dimaksudkan 
untuk mendukung percepatan pembangunan ekonornl, memudahkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah. 
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan 

kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada 

masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi, profesional 

serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan. 

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk menciptakan 
suatu sistem perekcnomian masyarakat secara berimbang dan 

menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung 

pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan 

perikanan/kelautan sebagai andalan utama. 

Untuk mencapai Visi tersebut diatas Kabupaten Bombana memiliki 5 kunci 

yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Bombana yaitu 

keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan 

kecerdasan emosional (kepedulian sosial) 

2. Berkeadilan; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam 
menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, 
hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintahan, pembangunan 

serta pembinaan kemasyarakatan yang merata. 

3. Aman; Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas 

sosial, politik dan ekonomi. 
4. Sejahtera; Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, sehat, damai 

dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi 

kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya. 
5. Berbudaya; menumbuhkembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana 

yang agamais, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang menyatu 

pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal. 

.• 
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Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bombana terkait Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu 
mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH) Tahun 2017-2022 melalui 

program-program kegiatan yang menunjang misi empat adalah: 

Program Penyediaan Perumahan masyarakat kurang mampu 
Program Pengembangan Kaw. Perumahan & Kaw. Permukiman 
Program Pengembangan Perumahan 

Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

lndikator kinerja sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana pada 
Misi Keempat dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah: 

Peningkatan Jumlah Rumah layak huni MBR 

Berdasarkan telaah terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan 

langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Bombana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memilik keterkaitan 
dengan Misi Keempat, yaitu : 

1. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 
dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas 

intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor 

pendidikan dan kesehatan. 
5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat 

Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang 

heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada 
kearifan budaya lokal. 
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a. Telaahan Renstra Kementerian PUPR 

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Peru mah an Rakyat menetapkan visi tahun 2015-2019 yaitu : 

:"Terwujudnya lnfrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". 

Arah kebijakan pembangunan perumahan berdasarkan RPJMN Tahun 2015- 

2019 adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap 
hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan 

prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Sejalan dengan Visi Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dan arah kebijakan 

pembangunan perumahan dalam mendukung perumahan rakyat Indonesia yang 

berdaulat dan mandiri melalui terpenuhinya akses masyarakat berpenghasilan 
rendah terhadap hunian yang layak, maka Direktorat Jenderal Penyediaan 
Perumahan menetapkan Visi, yaitu: "Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga 

Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni". Pencapaian visi tersebut 

Penyusunan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017 memerlukan analisis Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi 
(yang masih berlaku) yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, 

sinkmnisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat 
Daerah Kabupaten I Kota terhadap sasaran Renstra KIL dan Resntra Perangkat 

Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sultra 

Program peningkatan disiplin aparatur 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 
Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD 
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Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tenggara 

"TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, 

SEJAHTERA DAN BERMARTABAT" yang dijabarkan kedalam 4 (Empat) misi 

b. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Misi Tujuan Sasaran Strategis 
Mempercepat Menyelenggarakan Meningkatnya dukungan 
pembangunan infratsruktur pembangunan bidang layanan infrastruktur dasar 
pekerjaan umum dan pekerjaan umum dan pemukiman dan perumahan 
perurnahan rakyat secara perurnahan rakyat untuk 
terpadu dari pinggiran mendukung layanan Meningkatnya kualitas dan 
didukung lndustri konstruksi intrastruktur dasar yang cakupan pelayanan 
yang berkualitas untuk layak guna rnewojudkan infrastruktur permukiman 
keseimbangan kualitas hidup rnanusia 
pembangunan antardaerah, Indonesia sejalan 
terutama di kawasan dengan prinsip Meningkatnya penyediaan 
tertinggal, kawasan "infrastruktur untuk dan pembiayaan perumahan 
perbatasan, dan kawasan semua" 
perdesaan, dalam 
kerangka NKRI 

Tabel 3.2 
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 

memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dibidang perumahan 

mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. 

Direktorat Jenderal Penyediaan Perurnahan sebagai salah satu pemangku 

kepentingan dalam pencapaian visi tersebut memiliki kewenangan sebagai 

regulator, fasilitator maupun pelaksana pembangunan perumahan sehingga 

terpenuhi kebutuhan rurnah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia. 

Berikut pada Tabel 3.2 ditampilkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Oinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana. 

., 
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z 

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara selama masa periode 
2018-2023 adalah : 

1. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana provinsi; 

2. T ersed ianya rum ah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi 
program Pemerintah Daerah Provinsi; 

3. Berkurangnya luas kawasan kumuh; 

yaitu : (1) Meningkatkan Kualitas Hid up Masyarakat Agar dapat Berdaulat dan 
Aman dalam Bidang Ekonomi, Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, 

Politik, serta Iman dan Taqwa; (2) Memajukan Daya Saing Wilayah melalui 
Penguatan Ekonomi lokal dan Peningkatan lnvestasi; (3) Mewujudkan Birokrasi 

Pemerintahan Provinsi yang Moderen, Tata Kelola Pemerintahan Desa yang 

Baik (Good Village Govenance) serta Peningkatan Kapasitas Pemerintahan 

Kecamatan dan Kelurahan sebagai Pusat Pelayanan Pemeritahan; (4) 

Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan Antar Pemerintah, Swasta dan 
Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah melalui 

Pembangunan dan Perbaikan lnfrastruktur, Sosial Ekonomi. 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 
Sulawesi Tenggara mengemban misi keempat dalam menyusun Rencana 

Stategis tahun 2018-2023 dengan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. 
Adapun Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan selama masa periode 2018-2023 adalah : 

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 
provinsi; 

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena 
relokasi program Pemerintah Daerah; 

3. Pembangunan PSU kawasan kumuh; 

4. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 
kawasan kumuh; 

5. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 
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4. Menurunnya jumlah backlog; 

5. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni; 

6. Berkurangnya konflik pertanahan. 
Saat ini program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dilakukan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan 

permukiman melalui penataan lingkungan permukiman, serta memenuhi 

kebutuhan lahan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bombana. Dalam hal 

ini, kalau dibandingkan dengan program-program yang terkait RPJM Provinsi 
Sulawesi Tenggara ataupun sasaran program Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dapat disimpulkan capaian sasaran pelaksanaan 

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Bombana turut berkontribusi pada pencapaian sasaran Renstra Provinsi 
Sulawesi Tenggara ataupun Kementerian PUPR. 
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Strategis yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 

partsipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

negara. 
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

~~1<''.>~ 

Pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasark~ 

Nomor 86 Tahun 2017 diharuskan pula membuat Kajian Lingkungan Hidup 

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi 

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan 

Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting 
maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan 
pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi 
program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat 

Daerah dapat menyusun rancangan program beserta tergetnya yang sesuai 

dengan RTRW tersebut. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033 
memuat strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bombana yaitu : 

1. Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dan pusat 

pelayanan desa secara hirarki ; 

2. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam rangka pemerataan 
pelayanan masyarakat; 

3. Strategi pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk 
meningkatkan hasil produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan 
dalam arti luas: 

4. Strategi pemantapan fungsi hutan; 

5. Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan; 

6. Strategi pengembangan potensi kelautan dan perikanan; 
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkugan; dan 

.. 

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis 
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Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bombana 

lsu Strateqis Perumahan dan Permukiman 
a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni 

dan terjangkau; 

Dibawah ini hasil analisis tiap bidang mengenai isu strategis Bidang Perumahan 
dan Permukiman: 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumya. ldentifikasi isu 
yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas 
pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis 
dapat dipertanggungjawabkan. 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. 
Telaah KLHS yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bombana oersamaan dengan penyusunan RPJMD Tahun 2017-2022 

mengidentifikasi intensitas keterkaitan antara Kebijakan, Rencana dan Program 

Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017- 
2022 dengan isu strategis yang telah teridentifikasi. Khusus untuk Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kajian KLHS yang berkaitan 
dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah pengembangan perumahan yang 
berdampak pada perubahan lingkungan sekitar mulai dari tahap pembukaan 

lahan sampai ke tahap konstruksi. Adapun rumusan hasil kajiannya yakni 

pembangunan perumahan perlu memperhatikan atas hak pemda yang diberikan 

bantuan dan daya dukung RTRW Kabupaten, Lokasi pembangunan yang tidak 

menimbulkan dampak rusaknya ekosistern dan social masyarakat, dan 

perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, lokasi yang lebih memenuhi 
pertimbangan lingkungan berkelanjutan. 
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Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perlanahan 
Kabupaten Bombana 

lsu Strategis Pertanahan 
a. Belum /kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan; 

b. Belum optimalnya sertifikasi tanah asset Pemda; 

c. Kurangnya data/informasi tentang pertanahan ( kebutuhan tanah dan 
ketersediaan tanah); 

d. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukurn pertanahan; 

e. Banyaknya permasalahan pertanahan; 
f. Pencatatan data tanah asset Pemda kurang optimal; 

g. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan 

atau dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan 
tan ah. 

b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga turnbuh kawasan 
kumuh di perkotaan; 

c. Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan 
kawasan permukiman kumuh untuk fasilitasi penanganan kawasan 
kumuh; 

d. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum ( PSU ) dan 

lnfrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, 

jembatan gantung/plat, dsb; 
e. Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan. 
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Dinos Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bombana 

Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan kedalam berbagai 

kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran 

Target Rencana Program Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran digambarkan 

pada tabel dibawah ini : 

1. Program Penyediaan perumahan masyarakat kurang mampu; 

2. Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

3. Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tan ah; 

4. Program Pengembangan Perumahan; dan 

5. Program Pengembangan sarana dan prasarana dasar Perumahan. 

Sedangkan keenam Program Non Urusan adalah sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

3. Program peningkatan disiplin aparatur; 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan; dan 

6. Program Peningkatan sistem perencanaan SKPD 

Berdasarkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, serta Tujuan 

dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, diperoleh strategi untuk mencapainya 

yaitu melalui 6 (enam) Program Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Bidang 

Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Dan 6 (enam) 

Program Non Urusan. 

Keempat program tersebut rnerupakan urusan wajib yang meliputi Urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan dengan 

rincian sebagai berikut: 

..,. 

BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

I BAB VI Revisi Rencana Strategis 2017-2022 



lndlkotor 
Tar.let Kiner]• dan pendanaan Pro.1.-m/Ke.1latan Klnerja, Tujuan, Kondlsl Kinerja Akhlr 

Pro.1ramJKe.1i• 
s,uran, Tahun 2022 UnitSKPO 

No Tuju1n Renstn Suar,n Pro.cr:im Penanaun.1 
Renstra tan Tahun 2018 Tahun2019 Tahun 2020 Tahun2021 Tahun2022 

(Outcome) dan J41w41h 
Ke1iit,1n 
(output) Tar.1et Rp Ta'let P.p T.1r,1et Rp Tar.1et Rp Tar.1et P.p T1r.1et P.p 

(1) (21 (3l (4) (SI (6) (7) (&I 19) (10) flll (121 1131 (141 (151 (16) (17) (1&) 
l. Menuruhlu1n fitl~11! 1(1!!rT\l'l-klNn H.05% 66U 200 10,16% 12.)17.SSIJ 9,52~ 11.72.8.70D a,n.'% 12.649.600 ... 13,195.600 .... 5S.a5:l.650 

anek.a k!!ml,~ln;iir. 

Miefl..,.lo:,cn-a Pen-lnt4H· IU( 64,iC1% 4.54S."°° 7~.l5!¥ 9.JOZ.500 8-1,l"" 10.190000 9:1.ll.<" 10.092~00 l~~ 10.495.000 100,00% 46.36~.ooo 
AksnK)( mhkinyu1J 
mlskln m'l!:rnll!k1 l'U'ftJ.I\ 
1erh•di1p layalr hunl . .. · . . . 

'"rogrem Pen.e.-..11.e: "°·°"" 36JC.OOO 60.00~ l.llS.000 A0,00% 4.100.000 20,27% ... 285.000 Cl,00% 4-"70.000 D,00% 20.300.000 8idlf'IJ P11:n.trn1hfrt 
P~n',ledla,r, Penun.ir.an 81ddo,I 
perum,h.tn Pttrum11h1n 
muyara~,t k1.1r,n1 
rn•rnpu 

Ft:rnhllnsunar, Jumlilh unn: rumah 120Unlt ].600.000 120\Jntt 3,7iCJ_(l00 11aUnjt :1.9«1/JCJO l1C!J111I -4.l,40.00Q 110 unft ... ,20.000 soc Unlt 191.800.000 
Ff!f\Jmah•n viinc terbancun 
M~~yual<a-t 

vcntik;ul Jumt.1'11,4ulan v•n1 lJO Usulin 20.000 120 Usulan 2>.CXlD 120 Uuilan 30000 120 Urnlar-i 35.000 uousulan ,40.000 600 us.ul•ro. 150.000 
La~r-1g,1r, ~enc.in.i drve:rfik.1\r 
Pernb.lt1g-un;in 
Peri.mah.Jr, bagi 
Mas.yara~at 
t<urang Mampu 

Ou~unpn Juml.1t, kecama~iin 22 Kii!Cilffliltiln 10:JOCl(J ll .:f!umatain 100000 22 l(e<am.ahin 100.000 JO lilpor~r1 '300.000 
Pe1il~s.nun v.in1 tufaslllusJ 
"-c.il1aurtB.aru,,. ~,11liuna.an 
Moicodl 1hrue1 Mo1.r:o 
k'ecam,,itandari 

Moni1or1ne, Jumliih 6 Lapor1n 10000 6 Llporan 10000 6 Laporain 10.00C Ii LaiporJr, 10.000 6~pcrar-i JO_OOC 30 Lapor,n 50.000 
evak.111rd,1r, pt:laks~r,,;;i1ri 

~l,ipotu, k~gfar,n y.ang 

Tabel. 6.1 

Rencana Pro.1ram, KeJiatan, dan Pendanaan Dlnas Perumahan, Kawann Permuklman dan Per1anah1n 

Kabupaten Bombana Provins I Sulawesl hnuara 

TAH\JN 2017 -1022 



50.000 

"1000 

zso.oac 

700.000 

.175.000 Bidcmg P11rtanallan 

l lol.;asi 

re.coo 5 upor,m 

!,0.000 100 Biding 
Tan•h 

tS.000 500 Usulan 

75.000 20, 1452% 

10.0uO l L.tpar~n 

so 000 100 Bidan1 
Tanah 

H.000 100 Usulan 

75000 

io.oco 6 Lapoi"J.n 

10.(JOO 1 Llpor1n 

50.000 100 Bid.i1"1g 
lul<llh 

1~.000 .100 Uuiiar1 

75.000 

10.000 6 Laporan 

11'.00'J 1 L.1por:m 

se ooc mo Bidan1 
Tin.tr'! 

15.000 100 Usul,m 

75.000 

10.000 E Lapa"n 

l Pervmahain 

50.00D JOO 81di1ng 

T•nah 

15.0oo lOO UsuJan 

75.oOO 

10.000 6 Laponn 

Pi,mb;;meun,n Ten~•anvabokui i Lok,nr 
Pcrul"l'lthan pcmb.til\,lh.lh 
k•waun pel'\J.mahan 
permukil'Tl-'n 

M,anHorlnl Jumlah 6l..llp,oran 
e\l•lu.sJd1r, peta~i.an.11.u, 

pelJ1por11n kegl•tan yan1 

Progn,rn Pets•r,tm• /um 20. 1, •• .,. 
Ptnataon~ kJhan MrJffli/ilrat. 
"•i,gwasoorr, 
~•milikan, 
{HttggtmOOrl, dllft _...,_., ... 
ton oh 

Ver If lbs., Juml;ih wulan ~an1 JOO'Jsulan 
Ulpang•n un,t.n tervuif1kasl 

fl~nen'm;i Bant1..11n 
Pen111d,1,m 
~lfrka1T,111,1t, 

Bair M.tS)'Onill..1 
l<-.1r•ng M.1mpu 

.Ptm.al;un, Bktar1cTan•r-.1C~ J~Rirbng 
penguil~Un MiSICin yang T•~,11', 

pcmillkanj 1c:rfuiHtasi 
~nggu11aan d;:in 
pCl"'r1.tnfut..in 

MonitO""!nC.. Jumlah lapar.a11 1 Laporan 

Ev.1l1.1;i\Idan pd~baNan 
P~l-~or•n \:cr:,at.tn v•ns 

700.000 

l>11rmukfman 

l 5(1Cl.OOO 

'3.00(1.000 

J.00,.~ l.}50.00() Bidong Kc,wason 

1.ooa.000 9 Perumatun 

(181 

Unit SKPD 
Pen•n11un1 

faw.1b 

(17) 

Rp 

(16) 

T,1r1et 

(15) 

Rp 

j~ 1..0l0.000 
(14) 

Tar1•t 

l.CJ00.000 1 Pt,utnahiin 

(13) 

Rp 

n,78!4 J.Ol0.000 
(12) 

1.ooa.000 l PC"runia~an 

(11) 
55,56% l.OJ0.000 

(10) 

Tar1@t 

l.S00.000 

(9) 

Rp 

33,33% 1..:520.000 
(8) 

Kondisl Klnerja .Al,hir 
Tahun2022 

Tahun 2022 Tahun 2020 Tahun 2021 

Tar1et Klnerj1 dt1n pendanaan Pro1n1m/l<e1iat1n 

Tahun2019 

(2] 

lndlkator 
K•nerjai, Tujuiilln, 

Pro1n1 m/Kt1ia ~.saran, 
tan 

Pro1nm Tahun2018 
(Outcome] dan 

Ke1iiilt.tn 
(Output) Tar1et Rp 

(4] (5) (61 (7) 
Program P~rsentas• lil'tglt. 710.000 
P•ngembangan Perumahan yang 
Kal4oll:IU!n.·- .- ... •·• dldvln,-,gd .. ga,,· ------------ ....... 
P•r~hon da,'t psu 
l<'owa,an 

Penyt"df11n Jumlah Ptrum.ih,1r1 
Pr•~~~. urani. van1d.tbincunun 
d,11nUtlllt;n Pr,Uni"-1. S11r•~ 
Kawa~•n danlJtlttio 
Pc'!'umil'1an dan 

K111w1un 
Pi!!!'tm"Jkiman 

P~mbanif.Jt1.1ri Jun,j,1h Pl!rumah,r, 
pr11aral'\i d~ n V11n1dlban11mka~ 

.S,u,1n,1um-.Jl"l'I Pt.1sr,ul..'il, Saran• 

(PSUI """"''""' ~n\J\"111.in 

(3] 

Sasar.iin 
Renstr,1 No Tujuain Ren$tn 

•, 



l.0.000 

UnltSKPD 
PenanHunc 

bwab 

100000 

80.000 

PembMlf1.Jri.1n Juml1h urnl rum.1h 14~Unlt ~.6,tll.SL)O l50Unrt 2.775.00Q lS5\Jnit l ~67.SO.J lfiQ Unit z.seo.ooo !.lOUnrt 11.as.000 
~i.JTNh5i1w1<:liya 'fl"' t,rb,rns..i.n ,,Ma, 
9cnv,.isunl/',, J1,tml,11t, Dolcumnen lOok .. men SDC.000 l Dol<umt'n soo.ooa 
penge1ol.11r1 d:m Pcnyusun.in, 
peni1cmb•ne1rn pehgc:folnn da n 
d1t1 perum.1h.1n, pencern~n,a~ 
k.awau,.., dilU '1cl'um.ihan, 
permvkil"nan dan k.aw;~n 
perhnaNn pem'H.Jkimm (fan 

pert,1n1h.1n 

Pcncupan J urnlah Pcrbup l Pcrb.Js;, 30.000 l Pt:rbup Jlj.000 3 Ferbup 45.000 
kcbijk,1n, slftl cf v,ain, dJbuat 
.din pro&r•m 

So:llati~~•i Jumh1t, s~i.1l1H1 1 So5ial11.u1 10.000 1 $011.1H1asl ro.ooc l Sosiill~,-1 10.000 l S0&iali1asi 10.000 lS~i,li~)I 10000 S Smialjsasl 50.000 
k~biJ;alund,tn y.an, dlakHn.l !(.an 
,1rneeibidilrit 
perumahan. 
Qwasilti 
parmuk1m,11"1 d•n 

Mohf'tor1.,t, foml1h 1aporl n 1 l.apOl'.1n IC.JOO l ~pc,..-an )0.000 l Upor.an 10.000 l 1,.aporan 10.000 l Laporiw 10.000 S, L.aporan 50.000 
Ev..alu,i111ld1r, pelakwnaan 
Poel.ipori!~ ~eglat.ln y.ang 

M('!nin,~atnya Pe~emuiet<k 7-4.-ol!O"li 1.3-40.000 SQ,03% 1.-485.llOO 86,1~ .... l.6l0.000 94,83% 1.?JS.QOO 100,°""" . J.IM:i0.000 100,°"" a.O~Q.000 
Alci.\CS kk mf:sklnvu,e 
mlKin memllrld eQG 
terhed.ap terMdilp tntre' 
ener&[llstrtk fbtril,i: 

t<oordinul Jumlaih 
ptrc,i.c1rw•n. ~r1!:nc&C\ol•t1.. 
peJ•kYl"IHl'li1U'I pel.iks.nnn 
l!"Jalual ~el,iat1ri 
?embiln,un1n pembaingun.11n 
pcn..imiilhan pen..tmahari yJnt 

t<oord-1'1.:i.( lumlilh 
pem,t?lencg2r,1r, penye)~ngcar,,r, 
pencemb1naai<, keel.it.in 
per\lm;it1•n pcon,emt»n,.11'1 

pen.1mahillt"i 'I'""' 
terlcoordfr,ifl' 

F•sllr'l.ni J1,,1ml,1h )i;c,..,t.1r1 

Pfnvir1~ri1pr,1u'l vancurf.)rJrlHI 
rumillhsr.wii:t•v•, 
R.u n·,a:1-, k'.hvs.u1, 
d•n Rum.aih Susun 

13MOO 

(6) (7) 

flrogr.aim Persemese Auman 
Penc:l'!n,b1n1an Uryak H1.int ' ·,..- 

'•-- ·-·•-- 

Tahun2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Tohun 2019 

rac.coo 

Tarcet Rp Tarc~t Rp Tarcet Rp Tue et Rp Tarset Rp 

(8) (9) (lOt (11) (12) (131 (14) (15) (16) (17) (18) 

10•% 2.817.!,00 78.31% 3.395.000 SS,51% 2987,500 90.7J"h 3,080.000 .... .,.~)}% ·~ .~2 ... 10.0.op Stda"I P.11!1'\lr'l'l•hain ..... 
,..,. -·.- 

ljfit.qLi~.ain 1..00.000 s li:.eaiau,n 100.000 ~ Kcei•un 100000 1,1e.~11Mt'1 }00.000 

Tars<t Rp 

Tahun 2018 

Kandis! klnerj• P.hl, 
Tahun 2022 

lndikato, 
klnerj.1, Tuiuan. 

S•uran Pro,um/K•sla 
Silnran, 

Na Tuju1n Ren5tra Pro,r,m Renstr.11 tan (Outcome) dan 
keciaun 
(Output) 

lJ!L (2) (3) (4) (5) 



37.500 

695.tl:JO 

81.800 

16.100 

17.S_OOO 

S.000 

JOOV 2.852.300 s~knrfar,ar 

S0.000 

lS.0.000 60 ~p,Qf".an 

25.000 640 MZ 

4.000 3& IJnft 

45.000 60 Bul•l'I 

10.000 5 lApcr.111"1 

liOOO 128M2 

eccoc 12 Bui.an 

1.000 290 Surat 

j9(;_JDO 

10.000 l LJpcirl l"'I 

7.500 l2 Buhm 

150.QOO 12 L.aporar, 

is.ooo ns M:i' 

3 100 !!I Unit 

35.000 12 Bulan 

l.QOO 1.SO SI.J,nt 

Ul.700 

ta.000 I Lllporan 

1'36.000 ll Lapc;;ir,iri 

13.200 121! Mi 

2.750 7Uni1 

30.000 1l BulJn 

1.000 J70 S.u~ 

5.SCi.55(1 

10.000 l lilpcT~(l 

109.COQ 12 Uporan 

9.600 l23M2 

2.7S.0 6 UM 

1S 000 ll Bui.art 

1.000 260Sur.u 

51'.li.3.50 

10.000 l L.,1por.1n 

12 L,iporan 

Penyedl.a.n Ja1.i1 P~~nuh.11n ATI< ll Sul.m 

lUpor:m 

Penyedr .. an Jiiw Juml.ik liip:)t'iil", 
Adm. Ke,m1a;in pe~ceialau, adm. , .. 
K.c:ber~ih•n Ki r,tor Halamiln k..ant:;,r 

\l.ltlf terpl!'Jjh,1 ra 

colrup"n 
kfl1trp,nuhon 

p~lorot'lanon 

admi.-,Srtta.sf 

Ji.rmlah l.iraan 
pel•k1.ana.an 
l.q:11f1n ~•mil 

Program 
?wlaofanan 
AdmN'!{ftrtU( 

P'•rkantoron 

Penycdiun Jua L;m;a waktlJ 12 Bulan 
l(omyf')l"Qsi, pe~11LJh•n 
Sumbcr O.,ya AJf" kebu1vh•n air, 
d-'nlitrfik ~scn·~.tel('porl & 

PIL":n\le4inn J~u Jvmlati ~"n~r,1.ir- 6 Unit 
Pemeljharaan d11n din,., operuion.111 
Perlijl'Uln 'f1r"II tcrp~fh.11ra 
Kendarur, Din•~/ 
Operasional 

Penyedi.a;m Jas..a L1.1a:wn Gedonc da n 123 M2 

Periy,edi.ul'I jaw Ji.n,lal'I surat muuk 200 SiUrilt 
suret mcnyYrat d.an 51Jrat kel~r 

Manlt0t"ln1 

C:valu.ui d1r1 
PcJapor•n 

1..:175.000 550SR l.375.000 5SO.SR 
ur•n.i dar1 mi1kln y.ini; 
pt'O'flrilni dnar dj11mbun1k.ati 

pt-rumah.an 1i~1nk 

]_25,0.:>00 

4.875.000 

500S.R 

t.zso.ooo 195,a 'jP; l6l5000 7005R. l .S00.000 650 S,P; • 60.:!SFI 

l :ZS.0000 

d•~•mbur'l,lkoif'I 
list rill: 

uran.aduar 
pe:muklman 
bcrb.isi, 
m1syar.Ki1t 

Pef'\.:~mbi1n,1n Jumla" rum.arr. kt: 500 SR 
pr.asarJnil din mi,~in y.ar.1 

Jl.k'lil1h f\,lm~t, l<k 
m1i~ln v.a.n,: 
diumbul'\,1,ca,., 

\Jtilit:a~ 

eeo.occ l00.000 3000 U:l~.ln lU0.000 700 usu lan l00.000 6!50 usclan 100.000 600 U.sul1n 80.0W SS.O Us1,1l;n, 

Llp.1n(l.llr'1 Uaul•n di,..ll'!r~Jk,UI 

Pe-mbancunan 
uuhus 
Puumah•n 

Ver-lflhsl 

P11rmuJ:1man 

(17) 

l\p 

(15) 
11,0000 

(141 
57, fZ% 

(13) 
1735000 

{12) 
~.~!I 

(U) 
t.610()0() 

(9) 
1-"1850((} 

{8) 
~2,21V 

(71 
I :MOOOO 

(6) 
50.83'6 

(4) (5) 
Pt~gram P,rnr,toi• •J.lffl.llt, 

Pwl'l911"mb12ng1HJ r"'Wi, p,ngouno 
sQt'ang dat1 ..... .-... fislnlc •.. , _ •. . ,,_ 
prasatcma daJor 

(31 

Program/Kegla 
tan 

(2) 

UnltSKPD 
Pen1nggung 

Jawab 

Kand Ill KJnerja Akh ir 
Tahun 2022 

l\p Target l\p Tar1•t Targ,t l\p Targ,t l\p Target 

Tillrget Kinerja dart pend1tnailn Program/Kegiatan 
lndiUtor 

Kinujai, Tujua n, 
SaHran, -- -= ~= ~~ ~~ -= (Out<~m•)d•nf-~~~~~~~-,.~~~~~~~~-1-~~~~~~~~1--~~~~~~~-+~~~~~~~~-1-~~~~~~~---i 
Kegiatiiln 
(Output) 

S~saran 
l\•nstra 

No Tujuan RCl1$b'I 

.. 



lGCJ" 111.asa l(mi 535 . .500 JC<>N 256.ooa JOO" J69.000 JOO" J6&000 '""" 1 .. H9.3.SO s.•,.•Iariat 

3 Unlt 56.000 l Untt 40.000 1 Unit 20.000 1 Ut"lit J0.000 6 Ul'li1 1]6.000 

l.~00 10Uhlt 33.000 JO unit 3].000 S Unit 15.000 '>UM JS.ooO -40 Unit 99.500 

11 ... so 1 .Unit 20.000 3Unit A0.000 l Unit lO.CJOO 11,Jnlf 10.000 7 Unll 98 ... so 

... s.ooo 9 Unft 14500 lOUn1t l0.000 1 u~r, 5.000 1 Uril1 s 000 l7 Unit l13-SOO 

2Ur,tt Hl.000 1 Ur1-1t S.00~ 1 v11,t s.ooo •unit 20.000 

f:,).100 :u Onn, 63.100 7 Ofllnl 63 .lOO 7 Oral"lJ 6'3.100 7 ()~r,1 

.. 5.000 10.000 15 l(c11o1tan 10.000 15 tell!'giat.an 5.0QCJ 15 Ke£iat:•'1 

1.198.00(J 240.000 1a ti::all .l:40.000 34-i K:,11 

182.000 40.000 60 Bul;1n 38.000 1~ 8.1l.1n 3.6.::lOQ 11 Buiilllri 35.000 ]2 i)-,l,1r, 3.3-.000 11 Bi,J.an 

9.{JCJO 15 Ewiiimpler 9.500 15 ,E,c.an-ipl~ 8.00J 15 E.xarnper 

l.l.500 4.SOQ 60 Bulan 4.500 l2 Sul.in 4.500 12 Bulan •.500 12 Bui•ri 4.Soo 12 Sulan 

8-.750 12e.v,.,,.., <i. 2S-O ll Bubn S COO ll Bulal"I 
(17) 

!1.SOO 
(16) (15) (14} (13) (12] (11) (10) (91 (Bl (7) 

lHa "6mln,s\1nl himlah P~111Wtl f.l.}rari1 
Pt;l'kant~r, h•rl.1.rit ida~ tetap 

-,ian1 dikonuak 
setama setaMun 

j!ll"'-'tam c.....,an 
,..nlngl«Jlar,o btrrp•nuhan 
Satanodon .. saroni:1dart 
l'rasc:Hana jJUNt:JnQ 

Pt!:n1.idun .iuml1h kend.araan 
Nerid~run dlnu I dl1M1 / operHIGJh.al 
opt!:rUIOr'lillli f(lri,dl~d".ak.an 

Pt!:n&.1d.1;1,n )umh,h n,,e-u~t!:ur 10 Ul"l,t 

Mc:uhdcu,r i.:•ntur yang ... ,.,, __ 
Peni1,.1di1-an JUmi.ih komp..rte:r l Unit ,, ___ .. _, , .... ,,,.,,, __ 
Pet1pdul'J luml:.h 6lh'1it 
Perll!nc\tapU\ ~d~nc'<.l-~f\ 
Gedung Kantor gedul"IIII: ~antor ~U'C 

Pen1adoi.an Ju,nlah p!!r"91,Ual'J 

~ralatan ged1.me ged\Jril kantor yang . ··-~ 

P.enyedi.aan J•~ Juml.ah ~cl-11:•n tn Ke~iltiln 
~yb11hs1 run.as van& 

Rp Rp 

"'-1,iat·R~pat Juml.it,, Rap.it .- l.:~~ 

KcQt"dJriul d•t, dl9-e)en1a41ral..ah 
KonsultaiSI Ice pusllt dan dai,rah 
O.il.am dari LI.Ju van1 clap.at dlha<Ur1 

Pen~dla•n 
M~kanand;m 
Mir1um,1r, 

Rp Target Target Rp Target Target Tatget Rp 

J.'lb:amplcr flcnyediHn e1hai,-. Juml.ih ~h,ri 
S•curi dan bilcun 
Per~ur.m 
Pe:rund.Jng· 

10.000 75 Enmpler 

1m.taJasi Pe:ner•n1an lc.;mcor 
Ustrik/?,en,ern1ar, 1 f!r,cidr, 
B•ri1unal'I Kil"I\CJI'" 

Pen',e:dii!lin 
l<omporicrl 

(18) (6) 
Keten.c:diun c'l"!: ek 1 l 8ulan 

(4) (3) 

Kondi•I Kinerja Akhlr 
Tahun 2022 

lndik.otor 
Klnorja, Tujua n, 

Sasa.ran. 

Program Tahun 201& TahlJI> 2019 Tahun 2020 T•hun 2021 Tohun 2022 
(Outcome)d•n~~~~~~~~-+~~~~~~~~+-~~~~~~~---,f--~~~~~~~-+~~~~~~~~+-~~~~~~~----4 

Kegi.aih1n 
(Output) 

Program/Koci• 
u" 

(5) 

0.n Penuaridnn 

(21 

UnltSKPD 
P•nlh"1J"C 

bW.ib 

lll.9lJ(] 

Tuget Kinerja dan pertdiiln.un Progr.-m/Ktciatt1n 

Target 

P~n1Jh1nMalo:.ain J2 Bulan 
dan mJnum 
1 ~di.a lc:hu.,;.u~nyai 
p,da Hat rap.at ~rt 
.1di1111.llmo 

Suar.m 
Remtn 

No Tujutn R~ns1ra 



lndlkator 
Klnerjo, Tu)u• n, Tuget l<inerja dan pendenaan Progr1mJl<egi•til" kondi,i klnerja Akhir 

Sau ran Program/l<egla 
Suuani Tahun 2022 Unit SKPD 

No Tujuan Renstr111 
R~nstra tm 

Program Tahun 2018 Tahun2019 Tahun 2020 Tohun 2021 Tahun2022 Penanggung 
jOutcom•) dan Jawab 

Keglatan 
1output) Target P.p Target P.p Target P.p Target P.p Target P.p Torgot P.p 

.J!L (1) (3) (4) (5) (6) (7) 18) (9) (10) (11) 1121 (13) (14) (1SJ (16) (17) (18) 
PemeHr"lara:iri l1.1•$ pem<t'IJ••• ruri llAMi 5.000 llf,f\.42 .S.000 uaM2 !i.000 J28MJ: sooo 12!M2 5_000 l'6M2 25.000 

rutinjber\.;il,1 ged\J~I ~a,.,tor 

Pl!:rnelih1run lun pen'l~l1l\ar-u1'1 66 .. M2 10.00:l lib-tMJ 10.000 S&IIM1 10000 fMMl lO.DDO !:1.64M2 4.0.000 
n.Ain/berkal1 h1t1mi1n ll!d1.1n1 
h.Jl,imil'1 &1:dwn1 1r.,r11or 

P'•melthitn•n lvml1'1 kenduaan 6 Ur,lt Sl.000 6 Un11 Sl,000 9Unit 70.000 l01Jri1t 80.000 lOVnit 30.000 41 t,Jnlt 332.000 
f'LAjnfoerkill• dinn/ocr,rhlon1 I 

kendaraaM dln1i/ yillnC h.rpehhara- 
oper.ision.ij 

PemellMaraa11. Jumlah .'ii Unit 2 000 5 Unit 1.000 10 Uflit 5.000 lOUnft 5 000 lOU~tt 5000 .4Q Unit 18.000 

rutlf'1/ber1<.ila p,erlen1~1~n 
ptrlen&k•p.in ged1,1n1 k1ntor van1 

~emclir"larun Juml.it'i prr.1l1un 1 Unit 5.000 1 Uni1 S.000 1 Unit 5.llOO J Urt~ 15.000 

rt1tlr1,lbcrk.ll1 ged\Jn1kant.Ot"',i.an.e; 
pt'!ra,.iun 11:o'un1 t'!'rpell~,ara 

P~metrhara,1n Juml.1h kampulct" J-9 Ur,rt 7.900 1CJUnJt '3.0JO la Unit &0-00 40Unft 10\JO lDUnit 1.000 &'9 Utlir: ]6.9o0 
rutln/bti!rkal1 y1n1 t'!'rpelHun ·--··-- 
Reh,1,blhtul Juml~h l\,lllnn 60M1 7S.OOO lOOMl 330.000 l6CJM1 scs.ooo 
1«:11na/be,..t cedur,c .. •nto, w-1n1 

'"·-·- 
Pto"rt1nt Caln,1pc:11, '""" H,CJOO laolll 15.000 l~ lMOO 1~ 20.000 laolll 6"-000 Sela.rar"1t 
P•nlngltata,, IM•r1>,,,u"'°1t10M 
Dlsip!ln Ap(Jfatut apatatur JO"V 

mf'f"•nt.ihl standtlt 
dfsfpfi,, apwatur 

Pcngaidun Jumlat, p,,i..:aian 4(lPa\.ar,g J.4.000 40 Pas.ans 16.000 40 P,1uri• 18.000 40?uang 10.000 -400 Puan,: 68.000 
Pak~14' r. Krlus.us khutlJS y,n~ 
haii·hal11erteritu diacfakii11'1 

•.• .. 

•, 



21.000 

<JO<lOO 

60.000 

(18) (17] (16) 
100% 

4-000 l~ L.aporan 

<.000 

ac.ccc 6 Onn1 

(15) 
fdOOO 

100:¥ 

(14) 

"'"" 

··= 

(12] 
,om. 

4.000 :l LApor<1n 

so.coo lOr.1,i1 

35.000 

(11) 
6.5.000 

J Oru,g 

(10) 1.- 

1!,.00CI 1 Orang 

(9) 
1S()(J(J 

(8) 

9000 

5 Laporar, 

(6) 

laporiln UPfl.ilr'I kinerja yar,,e 
lrlrier,ia dar, lkhtiwr berku .. Ht.a.s. dar, 

re•ll~ni kln~rf.a tt'pat walctu 
51o.PD 

uu j2) (31 (4) (SJ 
f'ro~ral'l'I Cah,pan 
P•,.,in9Jratan k«~p,.~uMlt 
~a,-c¥itma.imb,e _ .. ~ ,. 

dO'!Or,p"ratur kapas{t{JJ 11,1mNr 

?end1dk.-,r1 den Jumli,h ;tp,181tur 
pt."liilllhlnform,I -;it'lltelaiti 

n,ercilr~j 

pendi'd·~·"'dl" 

81mtim,111f" te~nls l<Jmteh •FA""mJr 
1m~Jvn~nt.11i,1 V•r'le telah 
1,Jelltuuri men11kutl 
pc"rund•ri1· 9irnbin&:•" u«:n11. 
vndu-1&• n implem,e:n,,1,1 

peratur;m 

perund•ni- 

~rd gram Collupa" 
p,trJlf1'1 .. Cl'tatl k~*P""uhan 
pci114,mbo,,go,, p•n~QnQQ!'t 
•ut•m ,,.1aparan sLrtrmpr/oportM'I 
capo{"" kFMrja 

Unit SKPD 
Prnanqung 

bwab 

Rp 

Kondlsl Klnerja Akhlr 
T1hun 2022 

Rp Ta.rget Rp Tnget Rp Tt1rget Rp Target Rp Target 

T1rget kinerj,1 diln pendanaan Progr1rn/krgit1tiln 

Prognm/Kegl• 
tan 

lndikiltor 
Kln•rj•, Tujuan, 

Sauran, 

Program Tahun 2018 Tahun 2019 Tohun 2020 Tohun 2021 T•hun 2022 
(Qu~ome)d••1-~~~-.-~~~-+~~~~~~~~+-~~~--.~~~~1--~~~..,-.~~~-+~~~~.--~~~+-~~~--.-~~~---, 

keg~'41n 
(Qutput) 

Suar.m 
Renstra 

No Tujua n Rens tr a 



tlenyt.11un11rt J1.1mlah dokumen 
Renea r"ltl Kerja du, RICA Yilrll 
An&,aran (RJ<A} bclio..1.ilfltu dan 

(41 (5) 
ftrogran, caJcupan 
hri,ingkatan k.tfiMl'IUhan 
,iit.m.,-·.,~.,·.~···-- .sat.,,..··----.,·· 
P•ttncanaan p.,_,,('Qt'JOOl'lSKPD 

Peny1.1sun111n Jumlahdo'c:vrr\Cn 
Renciln.a Str;itesls pereecanaan yat11 
( Runtra t Sl<.PD bukuallhsdari ·=· Pcnyusunan Jun,1,h dalumll!"n 
Rcncana Kerja Ftenj,1 Kf!rja yan1 
(RIElnJ• I SKPD ~rl(ualrtzsdan 

(3) (2) 

Tar1et Rp Tar1:et Rp Tar1et Rp T~r1et Rp Tar&et Rp Tar1et Rp 

(6) (7) (8) (9) j10) (11) (12) (U) (141 (15) (16) (17) (18) 
100" 10.()()(J """ 6.000 Joo,j 6.000 loo,j 6.000 UJO" 21,00() ~Jt,~arlnt 

·······-"'•········""-'"'"•~"'". 

1 Dokumen 1U.000 l Dokumer, 10.000 

lDokum,en 2.000 1 Dckumen 2.000 1 Dokuinf!n z.ooo 3 Dokurneri 6.000 

.t DokVtTlen a.ooo ;z Dol,:;umen 4.000 "). Oak'umcn 4.000 -6Do4<.umen 12.000 

Tahun 2022 
No TfJju1n Renstr1 

~,ar,in 
Renstr1 

UnltSKPD 
P11n3ngun1 

Jawab 

Kondl•I Kiner]• Akhlr 
Tahun2022 

Tatl"t Kinerjil d11n pendanaan Pro1ro1m/Ke1tatan 
lndikiltor 

Kiner)•, Tujuan, 
Sa Sil ran, 

Pro1r•m T1hun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 T1hun 2021 
(Out,:ome)dan~~~~...,...~~~--t~~~~~~~~-+-~~~-.-~~~~t--~~~-.-~~~-+~~~~.--~~~--t--~~~---,-~~~---1 

Krgiat:.in 
(Output) 



Target l<inerja Tujuan/ Sasaran Tahun 
No Tujuan Sasaran lndikator Tujuan/Sasaran 

2018 2019 2020 2021 2022 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Menurunkan angka kemii:kinan Tlngkat Kemiskinan 11,05 10,16 9,52 8,72 8 

Meningkatnya Akses KK rnlskln Persentase KK miskin yang 64,20",i, 73,15% 32,lO"A. 91,05% 100,00% 
terhadap rumah layak huni memlliki rumah layak huni 

Meningkatnya Akses KK miskin Persentase KK miskin yang 74,40% 80,03% 86,18% 92,83% 100,00% 
terhadap energi listrik memiliki akses terhadap energl 

llid•ik 

Tabel4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Oaerah 
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Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bombana 

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat dilihat 
pada Tabel berikut : 

Sedangkan kebijakan adatah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah 
dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau 

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada 

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna 

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran 
Perangkat Daerah. 

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara 
tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan 

sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program. 

.· 
BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB V Revisi Rencana Strategis 2017-2022 
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Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bombana 

Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera ( MUNAJAH) Tahun 2017 - 2022 
Misi I : Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas SOM 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Menurunkan angka Meningkatnya rumah Peningkatan Pembangunan Baru 
kerniskinan layak huni MBR jurnlah rumah Ru mah 

layak huni MBR Peningkatan 
Kualitas Rumah 
Bantuan Listrik 
Ru mah 

Tabel 5.1 
Relevansi dan konststensl pemyataan visi dan mls! RPJMD periode berkenaan 

dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana 

BAB V Revisi Rencana Strategis 2017-2022 
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Dinas Perumahan, Kawasan Pem,ukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bombana 

lndikater kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD 
Kabupaten Bembana Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut: 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap 

instansi perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan 
Peraturan Menteri Negara PAN Nemer: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedeman Umum Penetapan lndikater Kinerja Utama dilingkungan 
lnstansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk mempereleh 
informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan 
manajemen kinerja yang penting dan diperlukan dalam 
menyelenggarakan manajemen suatu tujuan dan sasaran strategis 
orqanisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja. 

BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VU Revisi Rencana Strategis 2017-2022 



Kondisi Kinerja Pada Awai Target Capaian Setiap Tahun Kondrsi Kinerja Pada Akhir 
No lndikator Periode RPJMD Periode RPJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 

11) ('.:!) (3) (4) [5) (6) 171 18) \9) 

1 Persentase KK miskin yang memiliki 55,25% 64,20% 73,15% 82,10% 91,05% 100,00% 100,00% 
rumah layak huni 

2 Meningkatnya Akses KK miskin terhadap 69,28% 74.40% 80.03% 86,18% 92,83% 100,00% 100,00% 
en ergi Ii strik 

Tabel 7.1 
lndikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Kabupaten Bombana 



Capaian Target 
No Bidang Urusan / lndikator 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

4.1 Bosio rumah layak huni 0,127 0,141 0,149 0,161 0,173 0,186 
4.2 Cakupan ketersediaan rumoh iaya« buni 70,47% 75,35% 78,32% 82,38% 86,52% 90,74% 

DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2017 - 2018 
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Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
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Pit Kepala 
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· Pembina Tk.l, IV/b 
NIP. 19701004 200604 1 002 

2019 Rumbia, 

Revisi Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 merupakan arahan dasar yang 

dijabarkan secara operasional oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bombana sehingga sasaran kegiatan yang ingin dicapai 

nantinya dapat memenuhi misi pembangunan perumahan, kawasan permukiman 

dan pertanahan di Kabupaten Bombana. 

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni yang didukung 

dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya 

kepastian hukurn dalam bermukim, peningkatan kualitas perumahan dan 

permukiman, serta penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan 

transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dan permukiman 

secara optimal, sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak 

dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjatidiri, 

mandiri dan produktif. 

Dengan demikian, Rencana strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka 

untuk disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan 

nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat 

adaptif terhadap lingkungan yang senantiasa berubah. 

BAB VIII 
PENUTUP 

BAB Viii Revisi Rencana Strategis 2017-2022 


